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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati 

Kabupaten Mandailing Natal No 9 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor 9 

Tahun 2021 telah berjalan sebagai dasar pelaksanaan program 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ditinjau dari aspek 

filosofis, yuridis, dan sosiologis, peraturan ini telah sesuai dengan 

tujuan perlindungan hak perempuan dan anak. Namun, 

pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi berbagai 

kendala di lapangan. 

2. Faktor yang menghambat implementasi peraturan meliputi 

keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, 

serta rendahnya kesadaran masyarakat, stigma terhadap korban 

kekerasan, luasnya wilayah Kabupaten Mandailing Natal, dan belum 

optimalnya koordinasi antarinstansi. 

3. DP3A Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan berbagai upaya 

melalui sosialisasi, pelayanan pengaduan, pendampingan hukum dan 

psikologis, rehabilitasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak. 

Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati masih 

perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan 

kualitas sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, serta 

dukungan anggaran yang memadai agar tujuan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal. 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlu 

kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran terkait dengan 
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judul skripsi ini, yaitu:  

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, diharapkan dapat 

meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati 

Nomor 9 Tahun 2021 melalui penguatan kelembagaan, peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana 

yang memadai, serta pengalokasian anggaran yang berkelanjutan 

untuk mendukung program pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 

2. Kepada DP3A Kabupaten Mandailing Natal, diharapkan dapat 

memperluas kegiatan sosialisasi dan edukasi hingga ke tingkat 

kecamatan dan desa, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, 

serta mengoptimalkan pelayanan pengaduan dan pendampingan bagi 

korban agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan 

perlindungan. 

3. Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan 

partisipasi dalam mencegah serta melaporkan setiap bentuk kekerasan 

terhadap perempuan dan anak, sehingga tercipta lingkungan yang 

aman, inklusif, dan mendukung terwujudnya perlindungan yang 

optimal bagi perempuan dan anak di Kabupaten Mandailing Natal. 
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